PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007

Menimbang : a.

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

b.

C.

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka
mewujudkan  perekonomian nasional yang berdasarkan atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan,  berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna
mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis,
serta meningkatkan kesejahteraan rakyat;

bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008, telah terjadi berbagai perkembangan dan
perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak
signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada
pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sehingga diperlukan adanya
perubahan perkiraan atas APBN 2008;

bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2008, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai
sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta
kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi
lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-~
sasaran pembangunan ekonomi tahun 2008 dan jangka menengah, baik
dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu
pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta
meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi
kemiskinan, di samping tetap menjaga  stabilitas nasional  sesuai
dengan program pembangunan nasional,

d. bahwa ...
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d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

c.

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD)  sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor
24/DPD/2008 tanggal 27 Maret 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-
Undang  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008;

: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23, Pasal 31

ayat (4), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG

NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.

PasalI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 35 dan 36 diubah, sehingga Pasal 1 angka 35
dan 36 berbunyi sebagai berikut:

35.

36.

Pasal 1

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan di dalam belanja negara, tidak termasuk anggaran
pendidikan kedinasan.

Perhitungan persentase anggaran pendidikan adalah
perbandingan anggaran pendidikan terhadap
keseluruhan belanja negara.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah,
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

4)

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008
diperoleh dari sumber-sumber:

a. Penerimaan Perpajakan;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
c. Penerimaan Hibah.

Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp609.227.490.000.000,00 (enam ratus sembilan triliun dua
ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta
rupiah).

Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  sebagaimana dimaksud
pada ayat (D huruf b diperkirakan sebesar
Rp282.814.420.373.000,00 (dua ratus delapan puluh dua triliun
delapan ratus empat belas miliar empat ratus dua puluh juta tiga
ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp2.948.635.800.000,00 (dua triliun
sembilan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh
lima juta delapan ratus ribu rupiah).

(5) Jumlah . ..
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(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat (4) diperkirakan sebesar
Rp894.990.546.173.000,00  (delapan  ratus sembilan puluh
empat triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat
puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) tetap, penjelasan
ayat (4) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a terdiri dari:

a. Pajak dalam negeri; dan
b. Pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan pajak dalam negeri  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp580.248.290.000.000,00 (lima ratus delapan puluh triliun dua
ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta
rupiah), yang terdiri dari:

a. Pajak penghasilan sebesar Rp305.015.890.000.000,00  (tiga
ratus lima triliun lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh
juta rupiah), termasuk PPh ditanggung Pemerintah  atas
komoditi panas bumi dan bunga obligasi internasional sebesar
Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar
rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebesar Rp195.464.000.000.000,00 (seratus sembilan
puluh lima triliun empat ratus enam puluh empat miliar rupiah),
termasuk PPN ditanggung Pemerintah atas: () impor komoditi
terigu, gandum, dan  minyak  goreng  dalam = negeri
sebesar Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus
miliar rupiah) dan (i) BBM bersubsidi (PT Pertamina), dan pajak
dalam rangka impor (PDRI) untuk sektor- sektor tertentu
sebesar Rp16.800.000.000.000,00 (enam belas triliun delapan
ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

c. Pajak . ..
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c. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar
Rp25.266.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus
enam puluh enam miliar rupiah).

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar
Rp5.431.200.000.000,00 (lima triliun empat ratus tiga puluh
satu miliar dua ratus juta rupiah).

e. Cukai sebesar Rp45.717.500.000.000,00 (empat puluh lima
triliun tujuh ratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

f. Pajak lainnya sebesar Rp3.353.700.000.000,00 (tiga triliun
tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).

(2a) Penerimaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(2) huruf a telah memperhitungkan penurunan tarif PPh Badan
dalam negeri sebesar 5% (lima persen), untuk perusahaan masuk
bursa dengan jumlah saham minimal 40% (empat puluh persen),
yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat
(2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Dbeserta
penjelasannya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak
Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Penerimaan pajak perdagangan internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb diperkirakan
sebesar Rp28.979.200.000.000,00 (dua puluh delapan triliun
sembilan  ratus tujuh  puluh sembilan miliar dua ratus juta
rupiah), yang terdiri dari:

a. Bea masuk sebesar Rp17.820.900.000.000,00 (tujuh belas
triliun delapan ratus dua puluh miliar sembilan ratus juta
rupiah), termasuk bea masuk ditanggung pemerintah untuk
sektor-sektor tertentu yang pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan sebesar
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

b. Bea keluar sebesar Rp11.158.300.000.000,00 (sebelas triliun
seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).

(4) Rincian . ..



